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ABSTRAK
FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN PENGEMIS
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Oleh:

Fatmawati

Pengemis merupakan masalah sosial yang timbul sebagai dampak negatif dari
kemiskinan, namun saat ini penyebab munculnya pengemis menjadi semakin
kompleks, sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi satu-satunya penyebab munculnya
pengemis. Oleh karena itu, pengemis merupakan masalah sosial yang relevan untuk
terus dikaji.

Pembinaan pengemis adalah tugas sebagaimana yang dikembangkan oleh
pemerintah kota Bandar Lampung tentang pembinaan dan kesejahteraan masyarakat.
Dimana Dinas Sosial adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
umum Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap pengemis yang dilakukan
oleh Dinas Sosial kota Bandar Lampung memiliki program sebagai berikut: usaha
pencegahan, usaha penanggulangan dan usaha rehabilitasi sosial. Program ini
bertujuan untuk meminimalisir penambahan jumlah pengemis di kota Bandar
Lampung.

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah: “faktor apa yang
melatar belakangi timbulnya pengemis dan bagaimana fungsi Dinas Sosial dalam
pembinaan pengemis?”’. Tujuan dari penelitian ini adalah: “untuk mengetahui faktor
munculnya pengemis dan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam
pembinaan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial”.

Penelitian ini bersifat deskritif, yaitu menggambarkan secara sistematis, sesuai
fakta yang akurat mengenai sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang di
selidiki. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan
observasi serta dianalisis menggunakan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, timbulnya pengemis dilatar belakangi oleh
dua faktor yaitu faktor internal yang meliputi kemiskinan individu maupun keluarga,
rendahnya tingkat pendidikan, serta sikap mental. Dan faktor eksternal yang meliputi
kondisi permisif dikota, urbanisasi, tidak adanya lapangan kerja, dan kesenjangan
pembangunan. Dinas Sosial kota Bandar Lampung belum berfungsi dengan baik
dalam pembinaan pengemis di Kota Bandar Lampung, karena masih ada upaya-upaya
yang belum terealisasikan oleh Dinas Sosial dalam upaya pembinaan pengemis,
faktor utama yang menjadi penghambat adalah anggaran yang kurang mencukupi
serta Dinas Sosial tidak memiliki panti untuk melakukan pembinaan.

Kata Kunci Adalah: Pembinaan, Pengemis Dan Dinas Sosial
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"tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang diatas

adalah orang yang memberi, sedangkan tangan yang dibawah adalah orang yang

meminta'"

! Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, Syarah Mukhtaarul Ahaadiits, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2004) h.974
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah gambaran pokok dari suatu karya ilmian. Untuk memperjelas
dan menghindari kesalahan dalam pemahaman judul penelitian maka dibuatlah
penegasan judul dengan menjelaskan makna atau istilah yang terkandung dalam
kalimat judul, untuk itu penulis akan menejelaskan secara keseluruhan maksud dari
judul skripsi yang penulis teliti, yaitu “FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM
PEMBINAAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG”, uraiannya sebagai
berikut:

Fungsi adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai
dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal yang
dalam situasi tertentu dapat melakukan sesuatu secara terus menerus untuk memenugi
harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain.!

Fungsi secara bahasa adalah kegunaan suatu hal.> Konsep fungsional yang
menjelaskan tentang tugas seorang dan dibuat untuk dasar yang nyata yang dilakukan
oleh seseorang.’

Dinas Sosial adalah salah satu kelembagaan pemerintah yang melaksanakan

tugas umum pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan

! Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press,1982) h. 283

2 Kamus Besar Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 1999) cet-10, h. 158

3 Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Managemen, (Jakarta:
PT. Gunung Agung, 1980) h. 24



peraturan perundang-undangan yang berlaku, tugas dinas di bidang sosial khususnya
rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. Peran Dinas Sosialyang dimaksud
dalam skripsi ini adalah kontribusi atau keikutsertaan Dinas Sosialyang di berikan
kepada masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini menjadi
penyakit dalam masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan.

Pembinaan berakar dari kata bina yang berarti mendirikan, membangun,
mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Dari kata bina ini kemudian
terbentuk pembinaan yang diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan manusia
untuk membangun keadaannya baik bagi diri sendiri ataupun terhadap orang lain.*
Adapun pembinaan yang dimaksudkan dalam judul skripsi ini adalah kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan keterampilan hidup dan memberikan jiwa mandiri.

Pengemis adalah sosok orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai
dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak
mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup
mengembara di tempat umum.’

Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan atau bertindak atas nama
lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan

dan atau di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas

4 Thoha, Miftah, Kepeminpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku, (Bandung: Sinar
Baru), h.10

5 Asep Usman Ismail, AI-Qur’an Dan Kesejahteraan Social, (Tangerang: Lentera Hati, 2012)
h. 56



kasihan dari orang lain.® Pengemis adalah anak kandung dari kemiskinan, kemiskinan
telah melahirkan pengemisan yang membudaya, meminta-minta di tempat umum
dengan berbagai cara untuk mengundang belas kasihan kepada orang lain.’
Pembinaan pengemis adalah sebuah upaya yang di lakukan oleh suatu lembaga

sebagai upaya pengentasan pengemis dari masalahnya, yaitu masalah kemiskinan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan
pemerintah di bidang sosial, yang dimana fungsinya sangat penting dalam
pembinaan pengemis di kota, maka dengan adanya fungsi tersebut di harapkan
Dinas Sosialdapat meminimalisir adanya pertambahan jumlah pengemis.

2. Penelitian sesuai bidang keilmuan atau jurusan yang sedang penulis tekuni, yaitu
Pengembangan Masyarakat Islam, penulis ingin mengkaji peranan Dinas
Sosialdalam pembinaan pengemis atau mensejahterakan pengemis. Dan demi
kelancaran selama penulisan, agar tidak sulit untuk mendapatkan data, maka

penulis memilih daerah yang tidak jauh dari tempat tinggal

C. Latar Belakang Masalah
Dalam suatu Negara, pembangunan bertujuan untuk mewujudkan hidup yang

lebih baik dari sebelumnya atau kesejahteraan sosial. Karena itu keberhasilan suatu

® Peraturan Daerah Kota Bandar lampung No. 3 tahun 2010
71bid, h.74



pembangunan sedikit banyak ditentukan oleh pemerintah mampu mengatasi masalah
yang berkaitan dengan dana atau uang. Nyaris tidak kita temukan dimana sebuah
masyarakat yang tidak pernah berhadapan dengan masalah, yang di mana masyarakat
mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, dimana seluruh individu dari
masyarakat di dalamnya tersebut berfungsi sosial secara baik, seluruh anggotanya
memiliki kemampuan penuh dalam mengakses sumber-sumber ekonomi, pendidikan,
kesehatan dan pelayanan sosial dengan sempurna. Tentu tidak pernah kita temui
masyarakat yang demikian, masalah tidak pernah terlepas dari kehidupan
bermasyarakat. Permasalahan dalam melaksanakan pembangunan, selalu berkaitan
dengan masalah kemiskinan, dimana masalah kemiskinan ini merupakan masalah
yang sulit diselesaikan dari dulu hingga sekarang.

Setiap masalah tentu tidak muncul dengan sendirinya melainkan karena
adanya berbagai faktor, demikian dengan kemiskinan yang terjadi di kota, yaitu
terjadi sebagai dampak dari pembangunan, setiap wilayah menginginkan terjadinya
pembangunan yang dapat dinikmati atau diakses oleh seluruh lapisan masyarakatnya,
namun kondisi tersebut sangat kontradiktif dengan kegiatan pembangunan di
perkotaan, kondisi di kota dituntut untuk mampu melakukan pembangunan, dengan
maksud untuk melengkapi sarana dan prasarana kota yang memadahi. Tuntutan
tersebut kemudian memarginalkan sekelompok masyarakat, khususnya masyarakat
yang tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.

Berdasarkan pembanguna perkotaan yang semakin lebih pesat dibandingkan

dengan pembangunan di daerah-daerah, semakin meningkatkan daya tarik bagi



masyarakat daerah untuk melakukan urbanisasi besar-besaran. Proses urbanisasi yang
tanpa dibekali tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dari sumber daya
manusianya akan menjerumuskan mereka para pelaku migran pada kehidupan yang
marginal. Adanya tingkat persaingan sumber daya manusia yang sangat tinggi akan
menyeret mereka pada garis kemiskinan.

Selain faktor eksternal yang mengakibatkan kemiskinan terdapat beberapa
faktor internal antara lain: rendahnya pendidikan, rendahnya ketrampilan, rendahnya
motivasi hidup, rendahnya kemauan untuk mengembangkan diri dan sebagainya.

Secara teoritis, pemberdayaan secara umum bergantung pada dua hal yaitu
kekuatan internal dan perlunya intervensi pihak eksternal. Sementara selama ini pola
pemberdayaan yang di lakukan oleh pemerintah atau pihak semacamnya masih
menitikberatkan pada program bantuan (bantuan sarana, dana, lahan dsb). jadi yang
dilakukan adalah bagaimana  bisa memberi sesuatu, bukan bagaimana
memberdayakan masyarakat miskin. Pola pemberdayaan yang seperti ini justru
mengakibatkan ketergantunan bukan kemandirian. Salah satu program pemberdayaan
yang dinialai mampu memberi kontribusi dalam jangka panjang yaitu melui
pendekatan dan pembelajaran kelompok secara partisipatif yang di lakukan terus
menerus, sistematis dan berkesinambungan. Sehingga masyarakat memiliki potensi

umtuk memampukan dirinya®.

8 Agus Sjafari, Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
h.5



Kehidupan keluarga miskin di kota sangat kompleks, tekanan hidup yang
sangat keras dan khas, karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup dengan
penghasilan yang sangat rendah dan tidak memadai, dikatakan khas karena kehidupan
keluarga miskin terhimpit persoalan keterbatasan ekonomi, dan kesulitan akses
layanan publik. Dari keterbatasan tersebut berakibat pada buruknya kualitas hidup
keluarga tersebut (kualitas kesehatan, pendidikan, dll).

Secara umum kondisi kemiskinan ini tidak terlepas dari faktor fisik dan non
fisik di kota, yaitu penataan kota dan struktur sosialnya. Adanya penataan kota yang
kurang menguntungkan menjadi peluang bagi keluarga miskin untuk tinggal di
wilayah kumuh atau marginal. Keadaan yang demikian mengakibatkan kehidupan
yang terasingkan baik secara sosial ekonomi maupun politik, berdampak pada ketidak
sejahteraan keluarga, dan rendahnya tingkat kemandirian. Artinya dalam pemenuhan
kebutuhan mereka memerlukan uluran dari pihak lain.

Beberapa timbulnya kemiskinan setiap tahun disebabkan kurangnya atau tidak
adanya pendidikan, tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja,
sedikit lapangan kerja yang tersedia, penghasilan yang diperoleh kurang memadai,
dan lahan yang semakin menyempit. Oleh sebab itu orang-orang yang tidak memiliki
pendidikan dan keterampilan, tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak, dan karena
tidak memiliki penghasilan inilah yang kemudian menyebabkan kaum marginal
mencoba segala upaya untuk tetap bertahan hidup salah satunya dengan menjadi

seorang pemulung, pengamen, pengemis, gelandangan, dan lain-lain. Selain itu



menjadi seorang pengemis penghasilannya bahkan ada yang lebih besar dibanding
pekerja tetap dan layak.

Adanya pengemis sebagai pemandangan klasik yang buruk sangat mencoreng
wajah berbagai kota di Indonesia termasuk Lampung. pengemis yang berserakan di
lorong pertokoan pasar, tergeletak di jembatan penyebrangan, dengan muka melas
meminta minta belas kasihan, dengan berbagai cara mereka lakukan semacam modus,
meminta bantuan dengan mengatas namakan lembaga X, pesantren X, masjid X,
semua di lakukan agar sasaran mau mengeluarkan recehan dari kantong sakunya.
Melihat fenomena ini menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sebagai lembaga
pemerintah yang bertanggung jawab atas keadaan sosial yang terjadi dalam
masyarakat. Keberadaan pengemis yang semakin merajalela di Kota Bandar
Lampung, jelas meresahkan masyarakat. Yaitu pengguna jalan karena pengemis ini
sering berkeliaran di perempatan dan jalan-jalan pusat kota. Tidak hanya di jalanan
pengemis kini sudah melebarkan area kerjanya dengan memasuki permukiman untuk
meminta dari pintu kepintu.

Pengemis di Kota Bandar Lampung semakin bertindak tidak sewajarnya,
mereka melakukan aksinya dengan berbagai cara, mulai dari mengamen dengan alat
musik seadanya, membersihkan kaca mobil yang berhenti, sampai berpura-pura cacat,
ada juga yang meminta-minta dengan memaksa.

Padahal Kota Bandar Lampung memiliki Peraturan Daerah nomor 03 tahun
2010 yang mengatur tentang ketertiban sosial tentang ketentuan larangan, pada pasal

13 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis



dilarang mengemis, mengamen atau menggelandang di tempat umum dan jalanan”
dan tentang larangan memberi pada pasal 13 ayat 2, yang berbunyi “setiap orang atau
sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan
lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di
tempat umum dan jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan
kelancaran penggunaan fasilitas umum”.’

Tetapi pengemis masih saja berkeliaran di tempat-tempat umum, bahkan
pemerintah juga tidak menegakkan sanksi terhadap gelandangan dan pengemis yang
tertangkap. Hal ini dapat dilihat bahwa Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2010 pasal
13 ayat 1 dan 2 tentang ketertiban sosial tidak diimplementasikan secara baik
terhadap gelandangan dan pengemis yang berkeliaran. Adapun sanksi dari larangan
mengemis tercantum dalam peraturan daerah nomor 03 tahun 2010 pasal 16 ayat 1,
yang berbunyi “pelanggaran atas ketentuan pada pasal 13 ayat 1 dan 2 peraturan
daerah ini akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dengan carainterogasi,
identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan
kegiatan mengemis di tempat umum dan atau jalanan yang disaksikan oleh aparat dan
atau petugas yang berwenang dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat
bukti di pengadilan. Dan bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh
pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 kemudian selanjutnya ternyata
masih melakukan aktivitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama

3 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

% Peraturan daerah kota Bandar lampung no. 3 tahun 2010



Dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keteriban dan
kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan,
gelandangan dan pengemis agar mereka dapat menjadi warga kota Bandar lampung
yang bermartabat.'”

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi yang terkait
juga belum dapat mengatasi permasalahan ini. Misalnya kegiatan razia yang
dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pengemis tidak memberikan
efek jera atau efektif karena masih banyak gelandangan dan pengemis yang masih
bisa melakukan aktivitasnya yaitu berkeliaran di tempat umum atau di jalanan yang
seperti dibeberapa titik di Bandar Lampung.

Dengan demikian hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa
pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang
pembinaan gelandangan dan pengemis yang telah diamanatkan pada peraturan daerah
nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial, pada bab V pasal 8 ayat 4 yang
dengan jelas menyebutkan bahwa “ pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis
baik non panti atau panti sosial milik Pemerintah Daerah, dan pengembalian dari

mereka yang berasal dari luar Kota Bandar Lampung”.!!

10 ibid
! Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Ketertiban Sosial, Pada Bab V Pasal 8
Ayat 4 Kota Bandar Lampung
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka agar pembahasan
skripsi ini lebih sistematis dan jelas serta terarah perlu adanya rumusan masalah
sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatar belakangi munculnya pengemis?

2. Bagaimana fungsi Dinas Sosial dalam pembinaan pengemis di Kota

Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian
Adapun hal yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui faktor penyebab munculnya pengemis di Kota Bandar
Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi Dinas Sosial dalam pembinaan pengemis

untuk menanggulangi peningkatan jumlah pengemis di Bandar Lampung.

F. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, Sebagai pembanding antara teori yang didapat dari bangku
perkuliahan dengan fakta yang dilapangan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan
sebagai bahan acuan dibidang penelitian yang sejenis. Secara Praktis, Bagi Penulis
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam mengaplikasikan
pengetahuan. Lembaga-lembaga yang terkait Penelitian ini dapat memberikan
sumbangan yang berarti bagi berbagai pihak sebagai bahan tambahan informasi bagi

para peneliti lanjutan.
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G. Metode Penelitian
Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu kegiatan dalam
mencapai tujuan dengan tekhnik dan alat tertentu. Metode penelitian ialah proses
pencarian data meliputi penentuan penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara
pengumpulan data dan teknik analisisnya.'”? Untuk penyusunan dan pelaksanaan
penelitian ini agar berjalan dengan baik diperlukan suatu metode yang yang di
perlukan dalam penelitian. Yaitu:
1. Jenis Dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
lapangan (field research), suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau
lokasi penelitian'?, yaitu peneliti dengan terjun langsung untuk mengetahui
sebenarnya permasalahannya yang terjadi, dalam hal ini yang di lakukan
peneliti adalah tindakan atau terjun langsung melihat di mana ada pengemis,
dan menggali data dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
b. Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskritip, yaitu  mendekskripsikan,
menggambarkan secara sistematis, sesuai fakta yang akurat mengenai sifat

serta hubungan antara fenomena yang sedang di selidiki.'* Menurut

12 Cholid Naburko, Metodologi Penelitian,(Jakarta:Bumi Aksara,2010)h.01

3 Abdurahmat Fatoni, Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi
(Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h. 96

4 Muhammad Musa, Metodologi Penelitian,(Jakarta: Fajar Agung, 1988), h.8
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koentjononingrat penelitian yang bersifat deskriprif bertujuan untuk
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau komunitas,
keadaan, gejala-gejala yang terjadi pada sebuah masyarakat tersebut'>. Dari
pengertian-pengertian ini, maka penelitian yang penulis gagas ditujukan untuk
menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terfokus pada peran Dinas
Sosialdalam pembinaan pengemis di Kota Bandar Lampung.
Populasi Dan Sample
a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.'¢
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang
ingin melakukan penelitian terhadap semua elemen yang ada dalam wilayah
penelitian, -maka penelitiannya merupakan penelitian populasi!’. Populasi
disebut juga universal, tidak lain dari pada daripada daerah generalisasi yang
diwakili oleh sample. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa populasi
adalah jumlah keseluruhan dari subjek yang diwakili oleh beberapa sample

dalam suatu proses penelitian.

h.80

15 Koentjoroningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia,1985), h. 32
16 Sugiyono,Metode Peneitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, (Bandung: Alvabeta,2011),

17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI,

(Jakarta:Rineka Cipta, 1993)h. 102



13

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek penelitian
yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu Lembaga Dinas Sosial, pengemis
dan tenaga kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Tujuannya agar
memudahkan penelitian untuk mendapat data atau informasi dari sumber yang
layak untuk dijadikan sumber data penelitian dalam mendukung jalan nya
tujuan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 17 anggota
binaan dan 4 orang Pembina'®
b. Sample

Sample adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki

populasi tersebut.'

Menurut Nana Sudjana bahwa sample adalah wakil dari
populasi®®

Agar lebih spesifik maka di perlukan adanya pemilihan objek secara
khusus yang akan diteliti, dalam hal ini maka diperlukan tekhnik
sampling(cara penentuan sample). Sedangkan tekhnik sampling adalah tehnik
pengambilan sampel,?' yaitu suatu cara berkaitan dengan pembatasan jumlah
dan jenis data yang akan di gunakan dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini
peneliti menggunakan tehnik Purposive Sampling, yaitu sample tang dipilih

berdasarkan pada cirri-ciri atau sifat yang diperkirakan mempunyai kesesuaian

dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya.?

h.81

18 Observasi langsung di kantor Dinas Sosialhari kamis, 12 oktober 2017. Pukul 13.00 WIB
YSugiyono,Metode Peneitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, (Bandung: Alvabeta,2011),

20 Nana Sudjana, Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi,(Jakarta: Rineka Cipta,

1996), h. 53

21 ibid, h. 81
22 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 53
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Ciri-ciri yang penulis maksud ialah:
1) Anggota yang pernah mengikuti pembinaan lebih dari sekali
2) Pengemis yang pernah mengikuti pembinaan namun tetap mengemis
Berdasarkan cirri-ciri tersebut, diperoleh:
1) 2 orang yang pernah mengikuti pembinaan sebelumnya
2) 3 orang yang tetap menjadi pengemis setelah pembinaan.
Jadi jumlah sample adalah 5 orang ditambah 4 orang pegawai.
3. Metode pengumpulan data
Penggunaan metode-metode disini ialah untuk mendapatkan data-data
yang akurat dari objek penelitian, dimana dengan pengumpulan data dari objek
penelitian tersebut diharapkan dapat membantu penlis dalam mencari data yang
dibutuhkan dalam penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Metode interview
Interview atau wawancara adalah bertukar informasi atau pendapat
melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu
topik tertentu®®. Metode interview adalah pengumpulan data cara mengajukan
pertanyaan pertanyaan secara langsung atau tatap muka oleh pewawancara

(pengumpul data) kepada sumber informasi atau nara sumber (responden)

K ountoro ronny,metode penelitian, (Jakarta:buana printing,2009)h.231
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dan jawaban jawaban dari responden di catat atau di rekam dengan alat
perekam untuk mendapat data yang di butuhkan?*,

Sedangkan jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini
adalah interview bebas terpimpin, yang merupakan kombinisai antara
interview bebas dan interview terpimpin, dalam melaksanakan interview
pewawancara menggunakan pedoman yang hanya menggunakan garis besar
pokok pembahasan penelitian, responden dapat memberikan jawabannya
secara bebas tanpa ada batasan ruang lingkupnya, selama pembahasan tidak
menyimpang dari pertanyaan yang di ajukan sebelumnya.

Penulis menggunakan metode interview ini dengan harapan data yang
di butuhkan dapat di peroleh secara langsung dan dapat di percaya
kebenaranya, dengan interview penulis akan menggali informasi berkaitan
dengan bentuk serta tujuan pembinaan pengemis yang dilakukan oleh Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung.

b. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mencatat dengan sistematis
fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam artian luas observasi tidak terbatas
pada pengamatan baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung,
seperti melalui angket atau tes.>> Observasi meliputi kegiatan pemuatan

perhatian terhdap suatu objek dengan seluruh alat indra, metode pengamatan

24 Suharsimi arikunto,prosedur penelitian,(Jakarta,rinekacipta)h.140
%5 Kartono Kartini, Pengantar Riset Social, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h.136
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observasi dan perencanaan sistematis terhadap fenomena yang di selidiki, jadi
observasi adalah mengamati secara langsung dengan penglihatan, penciuman,
pendengaran, peraba dan pengecap, observasi dalam penelitian ini di lakukan
secara tidak langsung (observasi non partisipatif), peneliti hanya sebagai
pengamat independen yaitu di lakukan dengan cara peneliti secara langsung
berada dalam lokasi penelitian, dan hanya pada saat melaksanakan penelitian,
dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan
masalah yang sedang di teliti. Sehingga peneliti dapat dengan jelas
mengetahui gejala-gejala yang timbul atau masalah yang ada di lapangan.

Metode observasi ini di gunakan sebagai metode pelengkap dalam
proses pengumpulan data selama penelitian. Observasi di lakukan oleh
peneliti agar memperoleh kebenaran dari data yang di butuhkan, agar lebih
mudah mengingat sedikit banyak data yang perlu di catat atas kondisi yang
ada pada tempat penelitian. Teknik observasi yang penulis gunakan adalah
metode observasi tidak langsung yaitu dengan mengamati program Dinas
Sosialsebagai upaya pembinaan.
c. Metode dokumentasi

Dokumen merupakan catatan secara tertulis yang berisi tentang
tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Metode dokumentasi adalah metode
yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati data-data atau benda
tertulis.’® dokumen merupakan bahan informasi yang dihasilkn dari suatu

lembaga, yaitu lembaga sosial seperti majalah, pernyataan atau berita yang di

26 Bimo walgito, psikologis social suatu pengantar, (Y ogyakarta:andi offset,2003)h.32
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siarkan melalui sebuah media massa. Dokumen dapat berupa buku harian,
surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (case records) dalam
pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

Sebagai objek yang di teliti dalam memperoleh informasi, peneliti
penyatukan informasi dari tiga sumber data yaitu tulisan (paper), tempat
(place) dan orang yang bersangkutan(people). Dokumentasi tersebut di
gunakan untuk menggumpulkan data dokumen hasil penelitian secara ilmiah,
adapun data data yang di perlukan atau diambil adalah data data dari anggota
pengemis dan dari Dinas Sosialwilayah Kota Bandar Lampung.

4. Metode analisa data

Analisa data dapat di artikan sebagai upaya mengolah data menjadi suatu
informasi, sehingga karakteristik atau sifat sifat data tersebut dapat dengan
mudah di pahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah masalah yang
berkaitan dengan kegiatan penelitian, sehingga dapat di pahami oleh diri sendiri
atau pembaca. Analisa data dapat juga di artikan sebagai cara melaksanakan
analisis terhadap suatu data, dengan bertujuan untuk mengolah data menjadi
sebuah informasi. Tujuan menganalisis data yaitu mendeskripsikan data,
membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi.
Setelah seluruh data terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka
langkah selanjutnya adalah mengelola data yang sudah terkumpul dengan cara

mengklarifikasi semua jawaban.
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Proses lanjutan setelah data lapangan terkumpul adalah melakukan
analisa data, kemudian peneliti mengorganisasikan atau mengumpulkan data dan
memilih mana yang penting (prioritas) yang akan di pelajari, setelah semua data
terkumpul melalui pengorganisaian data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah
menganalisa data tersebut. Data yang terkumpul selama proses penelitian
berlangsung dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif
dari suatu penelitian.

Dalam penelitian ini metode analisis bersifat kualitatif yaitu memasukkan
data yang diperoleh dari tindakan, setelah semua data yang berhubungan dengan
masalah yang akan diteliti, dikumpulkan, dianalisa, dan diklasifikasi menurut
jenisnya. Selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan
teori dan kondisi yang ada dilapangan. Pada tahap akhir peneliti menarik sebuah
kesimpulan dimana peneliti menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu

pengambilan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.
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KEMISKINAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS

A. Kemiskinan
1. Definisi dan Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan secara etimologis berasal dari kata miskin yang artinya tidak
berharta benda dan serba kekurangan. Levitan mendefinisikan kemiskinan sebagai
kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk
mencapai suatu standar hidup yang layak, sedangkan menurut Schiller, kemiskinan
adalah ketidak sanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-
pelayanan yang memadahi untuk memenuhui kebutuhan sosial yang terbatas. Dan
dengan nada yang sama Salim dalam Ala mendefinisikan kemiskinan sebagai
kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Di mata
sebagian ahli, terutama para ekonom, kemiskinan seringkali didefinisikan semata
sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya
mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Pendapat
seperti ini, untuk sebagian mukin benar, tetapi diakui atau tidak kurang
mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Kemiskinan
sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan
hidup pokok atau setandar hidup yang layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan
adalah menyangkut kemukinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin untuk

melangsungkan dan mengembangkan kegiatan perekonomian dalam upaya
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meningkatkan taraf kehidupannya.! Kebutuhan hidup pokok dapat diartikan sebagai
suatu paket barang dan jasa yang sangat diperlukan oleh setiap orang untuk bisa
hidup secara manusiawi, paket ini berisi pangan bernilai gizi yang cukup yang sesuai
dengan kebutuhan, serta sandang dan papan yang layak.

Menurut Ellis dimensi kemiskinan terkait dengan dimensi ekonomi yaitu
sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan. Dimensi sosial dan budaya yaitu
meliputi kantong-kantong kemiskinan, apatis, fatalistik, ketidakberdayaan. Dimensi
struktural atau politik yakni tidak memiliki sarana politik, tidak memiliki kekuatan
politik dan berada dalam status paling bawah.?

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan
sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini tidak
hanya menyangkut aspek financial, melainkan termasukmencakup seluruh jenis
kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti
luas. Berdasarkan konsep ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan
menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku
yang disebut dengan garis kemiskinan (poverty line). Cara seperti ini disebut metode
pengukuran kemiskinan absolute. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat
akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam konteks ini mencakup tatanan

sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam

! Soetrisno, Pemberdayaan Masyarakat Dan Upaya Pembebasan Kemiskinan, (Y ogyakarta:
Philosophy Press, 2001)cet. Ke 1, h.20

2 Maha Neni, dimensi kemiskinan, dalam: http://mahaneni..blogspot.co.id/2013/09/dimensi-
kemiskinan.html?m=1, diakses pada 15 november 2017
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menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Kemiskinan secara sosial menunjuk
pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan
kesempatan-kesempatan peningkatan produktifitas. Atau dapat diartikan sebagai
kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor penghambat yang mencegah atau
menghambat seorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dalam
masyarakat.>

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan adalah keadaan dimana

terjadi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya
seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Dengan prespektif yang lebih luas, David Cox membagi kemiskinan ke dalam

empat dimensi, yaitu:

a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan
pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara
maju. Sedangkan Negara berkembang seringkali terpinggirkan karena
persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasarat globalisasi.

b. Kemiskinan berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten
(kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan
(kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan),
kemiskinan perkotan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan

kecepatan pertumbuhan perkotaan).

3 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika
Aditama,2010) cet. Ke 4, h. 135
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c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak
dan kelompok minoritas.
d. Kemiskinan konsekuensi. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-
kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik,
bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.
Kemiskian dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut,
kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin
absolut apabila berpendapatan dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan minimum. Seseorang dalam kategori miskin relatif sebenarnya
telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan
masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan dengan sikap seorang yang
tidak mau berusaha memperbaiki kehidupannya.
2. Ciri-ciri kemiskinan

Kemiskinan adalah konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra
multidimensional. SMERU menunjukan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri,
antara lain sebagai berikut:

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan
dan papan)

b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,
pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)

c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk

pendidikan dan keluarga)
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d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal
e. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumnerdaya
alam
f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang
berkesinambungan
h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
i. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar, wanita
korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal
dan terpencil).
3. Faktor Kemiskinan
Kemiskinan adalah masalah sosial yang senantiasa hadir di dalam kehidupan
masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan menjadi masalah
sosial yang selalu relevan untuk dikaji, bukan karena kemiskinan sudah lama hadir di
tengah masyarakat saja, melainkan karena saat ini gejalanya semakin kompleks.
a. Kemiskinan Natural
Kemiskinan alamiah, adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat
terbatasnya sumber daya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang
sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi
miskin adalah secara alami memang ada. Kemiskinan alamiah datang dari dalam diri
si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya.

Teori kemiskinan budaya (cultural poverty) yang muncul sebagai akibat adanya nilai-
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nilai kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah
menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Atau dapat juga
disebut sebagai faktor internal penyebab munculnya kemiskinan.*

b. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan strutural atau kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang terjadi
karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak
menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata, hal ini merupakan
faktor eksternal penyebab timbulnya kemiskinan. Dengan demikian sebagian anggota
masyarakat tetap miskin meski sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan olek
kelompok atau masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua
anggota masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan yang seperti ini terjadi bukan
karena ketidakmampuan simiskin untuk bekerja atau malas, melainkan timbul sebagai
akibat dari ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan
kesempatan-kesempatan  yang memukinkan simiskin untuk lepas dari
kemiskinannya.’

c. Perangkap Kemiskinan

Dari pemahaman paparan diatas, berbagai faktor yang penjadi penyebab
timbulnya proses kemiskinan, satu dan yang lain terjalin dalam suatu kerangka yang
disebut “perangkap kemiskinan” (deprivation trap) yang dapat di sajikan dalam bagan

sebagai berikut:

4ibid
3 ibid
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Bagan 1. Perangkap kemiskinan

KETIDAK-
BERDAYAAN

Kelima unsur ini seringkali saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya
dalam suatu jalinan interaksi timbal balik, sehingga merupakan perangkap
kemiskinan yang benar-benar berbahaya bagi kehidupan keluarga miskin®.

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena beberapa sebab struktural,
yaitu kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam yang tidak mampu
mengelolanya dengan baik.

{T
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Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka

merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar

mereka kembali (ke jalan yang benar).(OS.Ar-Rum:41)”

% Ibid., h.26
" Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan (CV Penerbit Diponegoro : Jawa Barat,
2007, cet ke 10) h.408
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Dapat disimpulkan dari ayat diatas bahwa kemiskinan adalah dampak dari
kerusakan-kerusakan yang di sebabkan oleh kejahatan dan keserakahan manusia,
sehingga Allah menjadikan kemiskinan sebagai teguran agar manusia mengevaluasi
dirinya dan agar manusia mendekatkan diri kepada-Nya.

Kemiskinan timbul karena ketidak pedulian dan kebakhilan kelompok kaya
terhadap kelompok yang lain atau yang miskin. Tercantum dalam firman Allah:

(D) 836 1

Artinya: Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya (OS Al-

Maarij:18).%

Orang kaya yang menyimpan hartanya dan tidak mau mengeluarkan zakat dan
tidak pula menafkahkannya ke jalan yang benar. sehingga masyarakat miskin tidak
mampu keluar dari garis kemiskinan.

Ada dua jenis kemiskinan ditinjau dari segi penyebabnya, yaitu:

1. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan ~yang muncul bukan karena
ketidakmampuan simiskin untuk bekerja (malas) melainkan karena
ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-
kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut
tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia,
baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada di

sekitarnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani,

8 Ibid.h. 568
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pemulung, penggali pasir dan mereka yang tidak terpelajar dan tidak terlatih.
Pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural ini adalah
pemerintah, karena pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan
cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan
kebijakan yang pro masyarakat miskin, jikapun ada lebih berorientasi pada
proyek, buka ada pembangunan kesejahteraan. Sehingga tidak ada masyarakat
miskin yang ‘naik kelas’, artinya jika pada awalannya buruh, nelayan, pemulung
maka selamanya akan tetap, karena tidak ada upaya dalam menaikan derajat dan
kemampuan mereka baik itu dalam kesempatan, pendidikan atau pelatihan.

2. Kemiskinan kultural, kemiskinan kultural adalah kemiskinan dimana
penyebabnya berasal dari dalam, dalam diri manusia ada sifat yang membuat
dirinya kaya dan ada yang membuat dirinya miskin. Kemiskinan kultural terjadi
karena manusia memiliki sifat pesimis atau penyakit miskin. Kemiskinan kultural
merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau
kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah
menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Ciri dari
kebudayaan kemiskinan ini adalah masyarakat enggan mengintegrasikan dirinya
dalam lembaga-lembaga utama, sikap apatis, curiga, terdiskriminasi oleh
masyarakat luas.

4. Konsep Kemiskinan Perspektif Islam
Kemiskinan merupakan masalah universal yang dihadapi oleh masyarakat

baik di desa maupun kota, kemiskinan dan keterbelakangan merupakan masalah besar
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ang mendesak untuk segera ditangani dengan serius. Meskipun kemiskinan tidak
dapat hilang secara absolut, tetapi sangat mukin dilakukan upaya untuk mengatasi
persoalan kemiskinan. Mengatasi masalah kemiskinan berarti terlebih dahulu harus
memahami makna dan akar permasalahannya.

Definisi kemiskinan memiliki banyak versi yang terus mengalami
perkembangan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab , indikator dan
hal lain yang mencakupinya. Kemiskinan tidah lagi terbatas pada ekonomi melainkan
telah meluas hingga dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik.

Pada dasarnya Islam membenarkan adanya konsep kemiskinan dalam
masyarakat karena dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali kata “miskin”.
Kemiskinan = digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang
membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi Islam memberikan berbagai macam
antisipasi untuk menghindari terjadinya kemiskinan. Pemahaman dalam Islam
memandang bahwa kemiskinan merupakan masalah struktural karena Allah telah

menjamin rezeki setiap makhluknya, sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

wavsgﬂwywm o 2575555 35 1Sl o T

- w A <
:::Q ﬂw&);w ;/:s&:u.fvgj/‘buf
Artinya: Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki,
kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali).
Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang
dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia

dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.(QS Ar-
Rum:40)°

? Departemen Agama RI. Op.Cit h.408
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Pada ayat diatas dijelaskan bahwa setiap manusia yang diciptakan telah
digariskan mengenai rezki dan ajalnya. Namun demikian meskipun segala sesuatu
telah ditakdirkan, manusia tidak boleh lepas dari ikhtiar, karena Allah tidak akan
merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya.

Dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan
kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu untuk

memenuhi kebutuhannya. Yang tercantum dalam firman Allah:

deo
s .7 o 28 .- ,.e,,,./; ,«1/.559‘,}/ - .@/,«
R R
Artinya:  “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari
rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan.” (0S. Al-Mulk:15)"

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan alam untuk
dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, agar manusia mampu memanfaatkan apa
yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam memiliki berbagai prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan
panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan

kerja, yaitu:

10Ibid.h.563
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1. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi
masyarakat (pro poor growth). Islam mencapai pro poor growth melalui dua cara
yaitu pelarangan riba sebagai pengendali inflasi dan mendorong kegiatan sektor
riil. Pada saat yang sama Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi
produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muzara’ah,
dan musaqat.

2. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada
kepentingan masyarakat banyak (pro poor budgeting). Dalam sejarah Islam,
terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai pro poor budgeting, yaitu disiplin
fiskal yang ketat, tata kelola pemerintah yang baik dan penggunaan anggaran
negara sepenuhnya untuk kepentingan publik atau efisiensi anggaran.

3. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi
masyarakat (pro poor infrastructure).

4. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada
masyarakat luas (pro poor public services). Terdapat tiga bidang pelayanan
publik yang mendapat perhatian Islam secara serius, yaitu birokrasi, pendidikan
dan kesehatan.

5. Islam mendorong kebijakan pemerintah dan distribusi pendapatan yang memihak
masyarakat miskin (pro poor income distribution). Terdapat tiga instrumen utama
dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah,

penerapan zakat, serta menganjurkan qordul hasan, wakaf dan infak.!!

"Retno wuri, the moslem planners kemiskinan dalam perspektif Islam, dalam
http://issu.com/dikafajrifisabilillah/docs/kemiskinan_dalam_perspektif Islam jurnal. diakses pada 17
desember 2017 pukul 10.25.
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Bukan tidak mukin kemiskinan hilang dari peradaban ketika usaha dan upaya
terus dilakukan. Selama manusia masih melakukan upaya maka Allah akan
merubahnya dan tentunya dengan tidak terlepas dairi do’a, usaha ihtiar, tawakal dan
qona’ah. Demikian Islam mendorong pengentasan kemiskinan melalui beberapa hal,
yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan sektor riil, dan
pemerataan pembangunan.

5. Fungsi Dinas Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan

Dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung jelas diterangkan bahwa
Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah provinsi dibidang
sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan pemerintah kepala
dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur
serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan dibidang sosial,

b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang

sosial;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;

Dinas Sosial sebagai perumus kebijakan teknis urusan pemerintah bidang
sosial memiliki rumusan terkait permasalahan sosial di Kota Bandar Lampung,

sebagai langkah awal untuk meminimalisir peningkatan kemiskinan di Kota Bandar
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Lampung. Pembinaan dan pelaksanaan tugasnya harus disesuaikan dengan keadaan
sosial di Kota Bandar Lampung, maka diperlukan identifikasi dan penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial, pelaksanaan pengembangan dan
pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pelaksanaan pengembangan
sistem informasi kesejahteraan sosial, pelaksanaan pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai kesetiakawanan sosial. Hal ini
sudah jelas tercantum dalam Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
20009.

Pembahasan tugas Dinas Sosial tersebut tidak terlepas dari permasalahan
kemiskinan, kemiskinan merupakan masalah utama Negara berkembang termasuk
Negara Indonesia, yang dimana penanggulangan perlu dilakukan dengan sungguh-
sungguh, kreatif dan berkesinambungan. Skema penanggulangan kemiskinan tingkat
nasional ditetapkan dalam 4 klaster, yaitu:

1) Perlindungan sosial berbasis individu, bertujuan untuk memenuhan dasar
pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup sosial masyarakat
miskin

2) Penanggulangan kemiskinan  berbasis pemberdayaan kelompok
masyarakat, yang bertujuanmengembangkan potensi dan memperkuat
kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan

yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
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3) Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi
mikro, yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi
pelaku usaha mikro

4) Program-program lain yang secara langsung dapat meningkatkan kegiatan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.!?

B. Pembinaan Pengemis
1. Pengertian Pembinaan Pengemis

Menurut Thoha Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau
pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan,
peningkatan, pertumbuhan evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau
peningkatan atas sesuatu.'?> Pembinaan pengemis merupakan proses dimana subjek
atau pengemis di upayakan agar berhenti dari kegiatan mengemis, namun kebisaaan
mengemis ini sulit dihilangkan karena mental yang telah melekat dalam diri si
pengemis, untuk itu pembinaan di tekankan pada upaya perubahan mental.

Asmaya menerangkan bahwa pada dasarnya ada dua macam bentuk
pembinaan karakter yaitu diantaranya pertama, pembinaan kepribadian, yaitu
pembinaan yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung
jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kedua, pembinaan kemandirian

yaitu pembinaan yang diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan.'*

12 Slide, teknis penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui pendekatan KUBE, Dinas
Sosialpemerintah provinsi lampung, tanggal 14 novemver 2017, h.2

13 Thoha, Miftah. 2005. Kepeminpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku, (Bandung,
Sinar Baru),h.10

4 Asmaya, Enung, 2005. Aa Gym Dai Sejuk Dalam Masyarakat Majemuk. (Jakarta:
Hikma),h.35
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Proses pembinaan mental dapat dilakukan dengan dua bentuk pendekatan.
Pertama, menggunakan pendekatan secara langsung. Pendekatan langsung terjadi
apabila pihak pembina melakukan proses pembinaan melalui tatap muka langsung,
pendekatan langsung ini dilakukan melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, kunjungan
lapangan dan permainan. Cara-cara pembinaan langsung dibagi menjadi dua macam,
yaitu pembinaan individual dan pembinaan secara kelompok. Selanjutnya bentuk
pendekatan tidak langsung. Pedekatan ini dapat dilakukan melalui berbagai media
informasi baik cetak maupun elektronik. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam
suatu proses pembinaan karakter adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan karakter mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk
merubah perilaku, meningkatkan perilaku, meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan.

2. Terdapat suatu proses bimbingan, pengarahan dan tindakan kepada yang
dibinanya.

3. Terdapat unsur manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pengawasan).

4. Output, kualitas hasil lulusan yang diharapkan.

Pembinaan menurut Sarwono pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya
untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan
pendekatan secara personil sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku

yang tidak baik selama ini ditujukan. '

15 Soekanto, Soerjono. 2004. Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta.h.35
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Dari uraian di atas kemudian penulis menyimpulkan bina berarti suatu usaha
yang di lakukan oleh individu atau suatu kelompok guna membangun atau
mengusahakan sesuatu baik dirinya sendiri maupun orang lain agar mengalami
peningkatan ke arah menjadi lebih baik. Pembinaan terjadi melalui proses
melepaskan hal-hal yang bersifat menghambat, dan mempelajari pengetahuan dengan
kecakapan baru yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kerja yang lebih baik.
Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk
mencapai tujuan hasil yang maksimal. Pembinaan adalah upaya atau kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak
jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari
nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.

2. Tujuan Pembinaan Pengemis

Pembinaan, menurut Winardi pada dasarnya bertujuan untuk membantu orang
yang dibina agar :

a. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya;

b. Menganalisis situasi hidup dari segala segi positif dan negatifnya

c. Menemukan masalah hidup;

d. Menemukan hal atau bidang hidup yang sebaliknya diubah dan diperbaiki
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Merencanakan sasaran dan program di bidang hidup sesudah mengikut

pembinaan.

1.

16

Pembinaan terhadap pengemis dilakukan dengan tujuan:
Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman
masyarakat;
Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat
sebagai warga Negara yang harus dihormati;
Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam
mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
Menciptakan perlakuan yang adil dan proposional dalam mewujudkan
kehidupan bermasyarakat;
Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hokum
yang dapat melindumgi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan
damai;
Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan

individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.!”

. Sasaran Pembinaan Pengemis

Adapun yang menjadi sasaran dalam pembinaan meliputi:

a.

Anak yang berada di tempat umum yang prilakunya dapat mengganggu

ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak

16Winardi, Asas-asas Manajemen,(Bandung: Alumni,2001), h. 395.
17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010, Bab II Pasal 3
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yang beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya
masyarakat(LSM) dan pantiasuhan;

b. Gelandangan dan pengemis;

c. Pengguna jalan yang member uang dan ataubarang ditempat umum
dengan alasan beramal dank arena rasa belas kasihan kepada anak jalanan,
gelandangan dan pengemis;

d. Orang tua dan atau keluarga anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

e. Pelaku eksploitasi baik orangtua sendiri maupun orang lain yang dengan
sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan memperkerjakan anak dibawah
umur untuk turun kejalanan sebagai pengemis.'®

4. Proses Pembinaan Pengemis
Proses pembinaan yang efektif dapat digambarkan melalui lima langkah
pokok yang berurutan. Kelima langkah itu menurut sudjana adalah mengumpulkan
informasi, mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mencari dan menetapkan
pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan masalah yang telah dipilih.!

a. Mengumpulkan informasi

Informasi yang dihimpun meliputi kenyataan atau peristiwa yang benar-benar

terjadi dalam kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

b. Mengidentifikasi masalah

Masalah ini diambil dari informasi yang telah dikumpulkan dalam kegiatang

melalui langkah pertama.

13 Ibid, pasal 4
19 Sudjana, Rehabilitasi Untuk Masyarakat Untuk Masyarakat.(Jakarta: Haji Mas Agung,
2000). h. 236
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c. Menganalisis masalah
Kegiatan analisis adalah kegiatan untuk mengetahui jenis-jenis masalah dan
faktor-faktor penyebab timbulnya masalah tersebut.Hal ini berguna untuk membantu
pencarian solusi atas masalah yang dihadapi.
d. Mencari dan menetapkan alternatif pemecahan masalah
Kegiatan pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi alternatif
upaya yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah, baru kemudian
ditetapkan pemecahan masalah mana yang akan digunakan.
e. Melaksanakan upaya pemecahan masalah
Pelaksanaan upaya pemecahan masalah ini dapat dilakukan oleh Pembina.
baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Program Pembinaan Pengemis
Dalam upaya pencapaian tujuan pembinaan, maka diselenggarakan program
yang terencana yakni usaha pencegahan, usaha penanggulangan dan rehabilitasi
sosial.
1. Usaha pencegahan
Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk
mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas
permasalah penyebab adanya anak dijalanan, gelandangan dan pengmeis. Usaha

sebagaimana dimaksud dilakukan antara lain dengan:
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a. Pendataan;

Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang
klasifikasi antara anak jalan, gelandangan dan pengemis yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Dinas Sosial dan atau bekerjasama dengan instansi terkait serta
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan cara menyiapkan instrument
pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat
tinggal, latar belakan kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status
kluarga dan masalah pokok yang dihadapi.

b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan;

Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber atau
penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan oleh
donas sosial dan ata bekerja sama dengan instansi terkait serta unsure
masyarakat dengan cara:

1. Melakukan patroli ditempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota

Bandar lampung
2. Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan dan

pengemis yang melakukan aktifitas ditempat umum secara perseorangan,

keluarga maupun secara berkelompok.
c. Sosialisasi;.

Sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait ditujukan kepada

perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan organisasi

sosial, yang meliputi:
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a. Sosialisasi secara langsung, melalui kegiatan interaktif dan ceramah;
b. Sosialisasi secara tidak langsung, melalui media cetak maupun media
elektronik.
d. Penyuluhan
Penyuluhan bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang
atau kelompok wuntuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan
pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dapat
dilakukan melalui kegiatan yang mengikut sertakan kelompok-kelompok
masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba,
orasi maupun pemasangan rambu-rambu tentang memberi uang di jalan.
Pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Dinas Sosial dan
atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsure masyarakat (perseorangan,
keluarga), organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.
6. Pengemis
pengemis adalah sosok orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai
dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak
mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup
mengembara di tempat umum.?® Kegiatan pengemisan merupak masalah sosial yang
berakar dari kemiskinan, dengan cara meminta bantuan kepada perorangan atau suatu
lembaga, pengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang

dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhannya.

20 Asep Usman Islail, 4/-Qur’an Dan Kesejahteraan Sosial, (Tangerang: Lentera Hati, 2012)
h. 56
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a. Indikator pengemis

Adapaun yang menjadi indikator untuk menjustifikasi bahwa seseorang

adalah pengemis adalah sebagai berikut:

a. Anak sampai usia dewasa

b. Meminta-minta dirumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpanga jalan
(lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya

c. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan, merintih dan kadang-
kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci,sumbangan organisasi
tertentu dan

d. Bisaanya memiliki tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan
penduduk seperti umumnya.?!

b. Macam-macam pengemis

Pengemis dibedakan menjadi dua golongan yaitu pengemis usia produktif dan

pengemis usia lanjut.

a. Pengemis usia produktif adalah pengemis pengemis yang berusia 19 tahun
sampai dengan usia 59 tahun termasuk pengemis yang bertindak
mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan

b. Sedangkan pengemis usia lanjut adalah pengemis yang sudah berusia 60

tahun ke atas.

21 http://lpp.uad.ac.id>157-chairul-874-879. Diakses pada 15 oktober 2017 pukul 13.00
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c. Faktor munculnya pengemis
Permasalahan sosial pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari
berbagai permasalahan seperti halnya kemiskinan, rendah pendidikan, minimnya
ketrampilan kerja, lingkungan, sosial budaya dan lainnya. Masalah ini merupakan
masalah sosial dan bersifat sebagai penyakit dalam masyarakat. Ada 3 pokok
penyebab permasalahan pengemis yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Faktor kultural
(1) Cacat fisik menjadi kendala bagi sseorang dalam mendapat
penghasilan;
(2) Malas, sifat ini bisaanya dikarenakan tidak memiliki semangat untuk
merubah hidupnya, cenderung berfikir jangka pendek;
(3) Merasa nyaman dengan profesi pengemis, dapat dilihat dari fenomena
bahwa kehidupan pengemis sebenarnya lebih baik;
(4) Pendidikan rendah, dengan pendidikan minim seseorang sulit untuk
memiliki ketrampilan khusus yang bernilai ekonomi.
2. Faktor struktural
(1) Minimnya lapangan kerja, minimnya lapangan kerja yang disediakan
mengakibatkan banyak orang yang tidak terserap dan justru
meningkatkan angka pengangguran;
(2) Kebijakan pemerintah, seperti kebijakan kenaikan harga sembako
yang tidak dibarengi pemberdayaan atau subsidi yang diberikan

kepada masyarakat kurang mampu;
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7. Pengemis Dalam Sudut Pandang Islam

Dalam Islam juga terdapat upaya pengentasan kemiskinan, terlihat dari
berbagai literatur, Islam mengatur berbagai upaya seperti sedekah, zakat, infak dan
sebagainya. Hal ini semua sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan umat,
membantu orang lain dalam kesulitan. Berbagai upaya tersebut secara tidak langsung
berperan menghindarkan seseorang dari kegiatan mengemis.

Al-Qur’an menggolongkan dua sikap orang miskin dalam menghadapi
kemiskinan. Pertama, orang miskin yang tidak tahan menghadapi kemiskinannya, lalu
meminta-minta kepada orang kaya yang memiliki kemampuan. dalam Al-Qur’an
diyatakan bahwa pada harta orang beriman yang memiliki kemampuan adalah hak
fakir miskin. Oleh sebab itu orang yang meminta-minta sebenarnya mereka hanya
meminta hak mereka, maka berikanlah hak mereka dengan sebaik-baiknya dengan
membayar zakat pada mustahiknya, hal ini di jelaskan dalam Al-Qur’an QS. Al-
Ma’arij:24-25 sebagai berikut

/}} = £
|
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Artinya: Dan orang-orang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi
orang miskin yang meminta dan orvang yang tidak mempunyai apa-
apa (vang tidak mau meminta) (OS. Al-ma’arij] :24-25)*

Kedua, orang miskin yang memiliki kesabaran dan daya tahan luar bisaa

dalam menghadapi kemiskinanya. Al-Qur’an menyebut orang miskin yang memiliki

22 Departemen Agama RI. Op Cit h.569
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kesabaran menghadapi kemiskinan dengan sebutan al-mahrum, yang menahan diri
untuk tidak meminta-minta karena menjaga kehormatan dirinya.

Dari uraian di atas, di terangkan dengan jelas bahwa pengemis adalah anak
kandung dari kemiskinan, kemiskinan telah melahirkan pengemisan yang
membudaya, meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara untuk
mengundang belas kasihan kepada orang lain. Al-Qur’an dengan tegas mendorong
orang-orang yang beriman untuk memerangi kemiskinan dan menjauhkan orang
miskin dari budaya pengemisan, orang yang takwa, baik dan soleh bukan hanya
orang yang taat dan tekun beribadah, tetapi juga orang yang perduli dengan
kemiskinan dan berjihad melawan kemiskinan. Melawan kemiskinan adalah tanggung
jawab sosial orang beriman.

a. Mengemis yang diperbolehkan

Pada dasarnya mengemis adalah cara mencari harta yang di haramkan dalam
Islam, muslim dilarang mengemis dalam Islam kecuali dalam keadaan sangat
terpaksa, mengemis diperbolehkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam
kehidupan seorang muslim bukan untuk dijadikan sebagai profesi tetap, karena
situasi darurat seharusnya tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ada
tiga sebab atau keadaan yang dimana seorang muslim diperbolehkan mengemis,
keadaan tersebuat adalah: pertama, seseorang yang memiliki beban hidup yang tidak
mampu dipikulnya sendiri sehingga dengan kesungguhan dan kerja keras seorang
tersebut dapat berusaha dengan cara lain yang halal untuk bisa memenuhi

kebutuhannya. Kedua, diperbolehkan mengemis bagi seorang muslim yang sedang
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tertimpa musibah, seperti kebakaran atau bencana alam yang kemudian
menghanguskan seluruh hartanya maka seorang tersebut dibolehkan meminta kepada
orang lain. Ketiga, kemiskinan yang diakui oleh masyarakat disekitarnya bahwa
seorang tersebut benar-benar miskin dan tidak mampu berbuat banyak untuk
memenuhi kebutuhan pokoknya.??
b. Hukum memberi uang kepada pengemis

Memberi uang kepada pengemis bisa bersiwat wajib, sunah, dan haram.
Memberi uang kepada pengemis bisa jadi bersifat sunah apabila pemberian tersebut
bernilai sedekah, yaitu ketika seorang pengemis tersebut tergolong kaum fakir atau
miskin. Memberi uang kepada pengemis akan menjadi wajib ketika seorang pengemis
dalam keadaan darurat seperti kelaparan dan tengah mempertahankan hidup, dalam
kondisi ini menjadi wajib karena dianggap tidak ada cara lain untuk menolong selain
memberi makan agar seorang pengemis tetap bisa bertahan. Memberi uang kepada
pengemis menjadi-haram ketika uang pemberian tersebut diketahui digunakan dalam
kepentingan kemaksiatan seperti berjudi, berzina, minum khamr dan merokok.
Merokok dianggap maksiat karena merokok adalah perbuatan mendzolimi diri

sendiri.

Zhttp://m.eramuslim.com/padaban/pemikiranlslam/keharaman-mengemis-dalam-Islam.html.
diakses pada selasa, 7 november 2017 pukul 08.10



BAB III

DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN PENGEMIS

A. Profil Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1. Sejarah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah ibu kota dari Provinsi Lampung sehingga kota
Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintah dengan maksud sebagai
upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kota Bandar Lampung yang
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Sosial
kota Bandar Lampung memiliki rencana strategi sebagai upaya guna mewujudkan
suatu arah dan tujuan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial sesuai undang-
undang No. 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.'

Berdasarkan peraturan daerah nomor 24 tahun 1996 tentang pembentukan
organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota daerah tingkat II Bandar Lampung, telah
berubah bentuk dan fungsinya. Untuk operasional pelaksanaan perda tersebut, diatur
rincian tugas masing-masing jabatan struktural dilingkungan Dinas Sosial Kota
Kepala Daerah Tingkat I Bandar Lampung berdasarkan keputusan Walikota kepala
daerah tingkat II Bandar Lampung nomor 19 tahun 1998 tentang peraturan pelaksana
peraturan daerah kota daerah tingkat II Bandar Lampung nomor 24 tahun 1996
tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial kota daerah tingkat

Bandar Lampung.

! Sumber, profil Dinas Sosial 2012
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Dengan adanya otonomi daerah sejak tahun 1999 berdasarkan undang-undang
nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diganti dengan
undang-unang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Dinas
SosialDaerah Tingkat II Bandar Lampung kemudian mengalami perubahan, yaitu
berdasarkan keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 30 tahun 2003 tentang
susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Letak kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sangat strategis yaitu
terletak di jalan Panglima Polim No. 1 Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung
Karang Barat, yang termasuk jalan protokol.

2. Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Sebagai sebuah lembaga Dinas Sosial memiliki visi dan misi, adapun visi
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah: “terwujudnya kesejahteraan sosial
masyarakat Bandar Lampung”.

Dan adapun yang menjadi misi Dinas Sosial kota Bandar Lampung adalah
sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pelayanan, pemberdayaan, dan jaminan sosial, serta kesejahteraan sosial.

2. Meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas perlindungan sosial bagi

PMKS Dan PSKS.
3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dan

keagamaan.
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4. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan
dan kesetiakawanan sosial.?
3. Tugas Dinas Sosial
Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana tugas walikota, mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintah kota dibidang sosial berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud di atas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan dibidang sosial,;
b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang
sosial;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota dibidang sosial.®
4. Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
Sebagai sebuah lembaga sosial, Dinas Sosial bertujuan  membangun
kesejahteraan sosial, yaitu terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang
memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha dan memenuhi
kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga serta komunitas masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial yang tercermin dalam

kehidupan realistis masyarakat.

2 Profil Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
3 Peraturan Daerah Walikota Bandar lampung, nomor 15 tahun 2008, pasal 4
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5. Sarana dan prasarana kantor

Table 1.sarana dan prasarana kantor

NO NAMA BARANG JUMLAH
1 Mesin tik 7 buah
2 Mesin hitung 4 buah
3 Lemari sorok 5 buah
4 Lemari arsip 10 buah
5 Filing cabinet 15 buah
6 Kursi tamu 8 buah
7 Kursi putar 9 buah
8 Kursi lipat 45 buah
9 Meja setengah biro 45 buah
10 Jam dinding 7 buah
11 AC ruangan 6 buah
12 Computer 15 buah
13 Pesawat telepon 8 buah

Sumber data: Dokumentasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat pada 10
Oktober 2017

6. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
Sebagaimana lembaga pemerintahan pada umumnya, Dinas Sosialmemiliki
struktur kepengurusan yang menjadi penggerak dalam menjalankan program yang
ada di Dinas Sosial. Struktur yang tersusun adalah gambaran adanya suatu organisasi
yang menjadi ujung tombak dari berjalannya sebuah program kerja yang menjadi
landasan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi atau lembaga tersebut, maka

kepengerusan harus memiliki personalia yang mewakili dari berbagai aspek dan
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keahlian yang dibutuhkan dalam organisasi atau lembaga. Adapun susunan organisasi

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terdiri dari:

a.

b.

Kepala dinas

Sekertariat, membawahi

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi

2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan

Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:

1. Seksi Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Dan
Kemitraan

2. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial

3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kejuangan

Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, membawabhi:

1. Seksi Pelayanan Sosial Anak, Lansia Dan Rehabilitasi Penyandang
Cacat

2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial

3. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Korban Narkoba

Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial, membawabhi:

1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Dan SOS

2. Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan

3. Seksi Bantuan Sosial, Fakir Miskin Dan Jamsos

Bidang Pengembangan Sosial, membawahi:
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1. Seksi Penelitian Dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
2. Seksi Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial
3. Seksi Kesejahteraan Keagamaan

g. Unit Pelaksanaan Tekhnis

h. Kelompok Jabatan Fungsional*

.............................................................................................................................
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Berikut ini adalah uraian masing-masing tugas unsur dinas, antaralain sebagai

berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala dinas sebagai pemimpin, mengkoordinasi dan melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan daerah dibidang kesejahteraan sosial, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekertariat

Sekertariat bertugas di bidang kesekertariatan, dalam menjalankan tugas

tersebut sekertariat mempunyai fungsi:

pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi
(menghimpun dan menyusun program kegiatan, melaksanakan monitoring
kegiatan, menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan, melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh atasan)

pengelolaaan urusan administrasi umum dan kepegawaian (melakukan
pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan
naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan
rumahtangga, pengelolaan sarana dan prasarana, urusan hukum dan
menyiapkan rapat dinas, dan melakukan pengelolaan dan pelaporan
administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan
penyusunan rencana kebutuhan kepegawaian, mutasi, disiplin,

pengmbangan pegawa dan kesejahteraan pegawai).
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e pengelolaan urusan keuangan (melakukan penglolaan urusan administrasi
keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran dinas, administrasi
gaji, administrasi  perjalanan  dinas, menyusun pembukaan,
pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya)

c. Bidang Pemberdayaan Sosial
Bidang pemberdayaan sosial menjalankan tugas di bidang sosial yang
meliputi pemberdayaan keluarga, peningkatan peran kelembagaan sosial dan
kemitraan, pendayagunaan sumber dana sosial serta kepahlawanan keperintisan dan
kejuangan. Dalam menjalankan tugasnya bidang pemberdayaan sosial menjalankan
fungsi sebagai berikut:

e Perumusan teknis kebijaksanaan dibidang pemberdayaan peran keluarga
dan peran kelembagaan sosial

e Penectapan criteria dan prosedur pelayanan

e Pelaksanaaan koordinasi dan pelayanan

e Penyelenggaraan pelatihan

e Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, bidang pemberdayaan sosial

dibantu oleh seksi pemberdayaan dan peningkatan peran kelembagaan sosial dan
kemitraan, seksi pendayagunaan sumber dana sosial, seksi kepahlawanan,

keperintisan dan kejuangan.
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d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, dalam tugasnya yang
meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi
sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan pelayanan dan
rehabilitasi sosial korban narkoba. Dalam menyelenggarakan tugasnya bidang dinas
pelayanan dan rehabilitasi sosial menjalankan fungsi sebagai berikut:

e Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan rehabilitasi sosial
penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi tuna susila serta pelayanan
rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba

e Penetapan criteria dan prosedur di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial
penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi tuna susila serta pelayanan
rehabilitasi sosial anak nakal dan korban narkoba

e Pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial
penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna susila serta pelayanan
dan rehabilitasi sosial anak nakal dan korban narkoba

e Pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial

e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Bidang bantuan dan jaminan sosial melaksanakan tugas yang meliputi

bantuan sosial korban bencana alam dan bantuan sosial korban bencana sosial,

bantuan sosial korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan
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sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang bantuan dan jaminan sosial
menjalankan fungsi sebagai berikut:

e Perumusan teknis kebijaksanaan

Penetapan criteria dan prosedur pelayanan kebijaksanaan

Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kebijaksanaan

Penyelenggaraan pelatihan

Pelaksanaan pembinaan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

Dalam melaksanakan tugasnya, bidan bantuan dan jaminan sosial dibantu oleh
seksi bantuan sosial korban bencana alam dan sosial, seksi penanggulangan korban
tindak kekerasan, dan seksi bantuan fakir miskin dan jaminan sosial.

f. Bidang Pengembangan Sosial

Bidang ini mempunyai tugas yang meliputi penelitian kesejahteran sosial, data
dan informasi kesejahteraan sosial, penyuluhan sosial dan kesejahteraan keagamaan.
Untuk melaksanakan tugasnya bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

e Perumusan teknis kebijaksanaan

Pelaksanaan pelayanan kebijaksanaan

Pelaksanaan koordinasi pelayanan kebijaksanaan

Penyelenggaraan pelatihan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
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Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bidang pengembangan sosial dibantu
oleh beberapa seksi diantaranya seksi penelitian dan penyuluhan kesejahteraan sosial,
seksi dan informasi kesejahteraan sosial, dan seksi kesejahteraan keagamaan.

g. Unit Pelaksanaan Teknis

Pembentukan, momenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan teknis

pada Dinas Sosialakan ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan walikota.
h. Kelompok Jabatan Fungsional

kelompok jabatan fungsional di lingkungan dinas mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.’

Berdasarkan uraian masing-masing tugas unsur dinas diatas, pembinaan
pengemis menjadi tanggungjawab Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial pada
Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial

7. Data Kepegawaian

Berikut ini adalah table daftar data pegawai Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung antaralain adalah sebagai berikut:

Table 2. Daftar Urut Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

NO | NAMA JABATAN

1 Ir. Tole Dailami Kepala Dinas

2 Yulis Masari Daud. SH Sekertaris

3 Dra. Netty Adriani Kabid Pemberdayaan Sosial

4 Khawariah, SE. Kasi Kelembagaan Kesos

5 Dra. Mega Suri Rivai Kasi Penanggulangan Tindak Kekerasan

6 Dra. Hj. Faridah Kasubag Umum Dan Kepegawaian

7 Dra. Hartati Kusnadi Kasi Dan Pelayanan Rehab Korban
Narkoba

5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 15 tahun 2008, h.8
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8 Manondang, S.Pd. Kasi  Kepahlawanan, Perintis Dan
Kejuangan

9 Dra. Susan Takarianti Kasi Data Dan Informasi Kesos

10 | Elvira yusna M, S.Sos. Kasi Bantuan Sosial Fakir Miskin Dan
Jamsos

11 | Drs. Muzarin Daud Kabid Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

12 | Drs. Fahrurizal Staf Sekertariat

13 | Ferry Harta Wijaya, SH Kasi Bantuan Bencana Alam Dan Sosial

14 | Darul Khotni, S. Sos. Kasubag Penyusunan Monitoring Dan
Evaluasi

15 | Ruini Staf Seksi Kesejahteraan Keagamaan

16 | Rosmiati Staf Subag Keuangan

17 | Kusmiati Staf Seksi Kepahlawanan, Perintis Dan
Kejuangan

18 | Erlindayati Staf Bantuan Dan Jaminan Sosial

19 | Junaidi Staf Bantuan Dan Jaminan Sosial

20 | Heri Purwanto Staf Seksi Data Dan Informasi Kesos

21 | Tinike, S. Sos Staf Subag Keuangan

22 | Karnizar Staf Bantuan Jaminan Sosial

23 | Sutiah Staf Subag Umum Dan Kepegawaian

24 | Supriadi, SST Staf Subag Penyusunan, Monitoring Dan
Evaluasi

25 | Susilawati, SE Staf Subag Keuangan

26 | Nita Susanti, SE Staf subag penyusunan, monitoring dan
evaluasi

27 | Sukardi Staf pengembangan sosial

28 | Darmansyah Staf seksi yan dan rehab korban narkoba

29 | Indira Margareta MH Staf seksi yan dan rehab korban narkoba

30 | Aprijal Jana Staf seksi data dan informasi kesos

31 | Hilman Staf seksi pelayanan anak dan rehabilitasi
penyandang cacat

32 | Rika Novitasari S.Psi Staf seksi pelayanan anak dan rehabilitasi
penyandang cacat

33 | Rushan Staf bantuan jaminan sosial

34 | Linda Rusdiana Staf bantuan jaminan sosial

35 | Santoso Adhi, MM Kabid bantuan dan jaminan sosial

36 | Evazati, S.Sos Seksi  pelayanan sosial anak dan
rehabilitasi penyandang cacat

37 | Dewi Alina S. Sos Seksi Pemberdayaan Dan Kelembagaan

38 | Suheri, MM Seksi pelayanan rehabilitasi sosial

39 | Edwin Wahab Staf seksi pelayanan rehabilitasi sosial
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40 | Julizar Yahanda SH Staf seksi pelayanan rehabilitasi sosial
41 | Yusnaini, S. Sos Seksi permakaman

42 | Sriwati, S. Pd Seksi keuangan

43 | Azizah AR, MM Kabid kesejahteraan sosial

44 | Charolina Dolok Saribu, ST Kasubag keuangan

Sumber data: Dokumentasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat pada 10
Oktober 2017

B. Faktor Timbulnya Pengemis
Pengemis adalah suatu masalah sosial yang sudah lama ada dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, salah satu penyebab timbulnya kesenjangan tersebut
adalah kemiskinan. Permasalahan sosial pengemis merupakan akumulasi dan
interaksi dari berbagai permasalahan seperti halnya kemiskinan, rendah pendidikan,
minimnya ketrampilan kerja, lingkungan, sosial budaya dan lainnya. Masalah ini
merupakan masalah sosial dan bersifat sebagai penyakit dalam masyarakat. Beberapa
permasalahan adalah faktor yang ada di internal individu dan keluarga, dan eksternal
masyarakat (tempat aktivitas pengemis). Faktor-faktor penyebab ini dapat terjadi
secara parsial ataupun bersama-sama.
1. Faktor internal

a. Kemiskinan individu dan keluarga

kemiskinan merupakan faktor utama timbulnya pengemis. Pada dasarnya
pengemis adalah benar-benar miskin atau berpura-pura miskin. Beberapa pengemis
mengakui bahwa dirinya menjadi pengemis karena mereka miskin dan
berpenghasilan rendah sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya

keluarganya, sehingga dengan terpaksa harus menjadi pengemis.®

¢ Sudarmi, Pengemis, Wawancara, Pada tanggal 19 November 2017, pukul 15.00 WIB
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Pernyataan diatas senada dengan yang disampaikan oleh ibu Lastri, ia
menyatakan:

“saya menjadi pengemis karena penghasilan suami saya tidak tentu,
untuk kebutuhan sehari-hari masih tidak cukup, waktu itu saya mempunyai
dua anak yang masih butuh uang untuk sekolah, awalnya suami saya tidak
mengizinkan tapi ahirnya dengan terpaksa saya di izinkan menjadi pengemis,

kira-kira setahun saya jadi pengemis ada pembinaan, disana saya di ajarkan

menjahit dan dengan menjahit ini saya mendapat pekerjaan yang cukup untuk

membantu”.’

b. Pendidikan rendah
Sangat masuk akal jika pendidikan mempengaruhi seseorang unntuk menjadi
pengemis, berlatarbelakang pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang
cenderung tidak memiliki keahlian khusus, sehingga tidak terserap oleh lapangan
kerja yang disediakan, jadi bukan karena tidak ada lapangan kerja.
c. Sikap mental
Kondisi ini terjadi karena mereka menganggap bahwa profesi yang mereka
jalini adalah hal yang wajar selayaknya pekerjaan lainnya yang bertujuan sama yaitu
untuk memperoleh penghasilan, sehingga mereka nyaman dengan profesi sebagai
pengemis. Ketiadaan sumber-sumber penghasilan dan keterbatasan penguasaan
sarana dan prasarana produktif, serta terbatasnya ketrampilan menyebabkan mereka

menjadikan mengemis sebagai pekerjaan.

7 Lastri, Penjahit, Wawancara, Pada tanggal 20 November 2017, pukul 17.15 WIB
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2. Faktor eksternal
a. Kondisi permisif di kota
Sikap permisif masyarakat kota Bandar Lampung terlihat dari adanya sikap yang
memberi jika ada gepeng. Rasa kasihan dan keperdulian dari masyarakat merupakan
ajaran moralitas yang baik. Sementara disisi lain, pandangan tersebut dimanfaatkan
secara baik oleh pengemis untuk terus menarik belas kasihan dari orang-orang baik.
b. Urbanisasi dan kesenjangan pembangunan.

munculnya pengemis merupakan dampak negativ dari kesenjangan
pembangunan di perkotaan dan di pedesaan, pesatnya pembangunan di perkotaan
menjadi daya tarik masyarakat desa untuk berpindah ke kota dengan motivasi gaji
tinggi tanpa menyadari keterbatasan potensi diri. Berdasarkan wawancara penulis
dengan salah satu pengemis yang pernah mengikuti pembinaan namun masih tetap
menjalani profesinya sebagai pengemis mengatakan bahwa setelah mengikuti
pembinaan dia sempat beberapa bulan menjadi tukang sol sepatu, akan tetapi dia
merasa dengan menjadi tukang sol sepatu hasilnya kurang memuaskan maka dia
kembali menjalani profesinya, dengan alasan jasanya di desa tidak terlalu laku dan
dikota sudah banyak yang menyediakan jasa sol sepatu.® Pernyataan tersebut berbeda
dengan yang disampaikan oleh peserta binaan yang lain, dia mengatakan bahwa
menjadi tukang sol sepatu keliling, dengan modal sepeda dan alat sol cukup
membantu meski hasil tidak sebesar menjadi pengemis, namun ia merasa lebih

nyaman dengan profesinya.’

8Budi, Pengemis, Wawancara, Pada tanggal 20 November 2017, pukul 19.45 WIB
® Samsul, Tukang Sol, Wawancara, Pada tanggal 17 November 2017, Pukul 14.00 WIB
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C. Usaha Pembinaan Pengemis
1. Usaha pencegahan

Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk
mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas
permasalah penyebab adanya anak dijalanan, gelandangan dan pengmeis. Usaha
sebagaimana dimaksud dilakukan antara lain dengan:

a. Pendataan;

Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi
antara anak jalan, gelandangan dan pengemis yang pelaksanaannya dilakukan oleh
Dinas Sosialdan atau bekerjasama dengan instansi terkait serta lembaga swadaya
masyarakat (LSM) dengan cara menyiapkan instrument pendataan yang memuat
tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakan
kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status kluarga dan masalah pokok
yang dihadapi.

b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan;

Pemantauan, pengendalian dain pengawasan terhadap sumber-sumber atau
penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan oleh donas
sosial dan ata bekerja sama dengan instansi terkait serta unsure masyarakat dengan
cara:

1. Melakukan patroli ditempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota

Bandar Lampung
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2. Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan dan
pengemis yang melakukan aktifitas ditempat umum secara perseorangan,
keluarga maupun secara berkelompok.

c. Sosialisasi;

Sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait ditujukan kepada
perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan organisasi sosial, yang
meliputi:

1) Sosialisasi secara langsung, melalui kegiatan interaktif dan ceramah;
2) Sosialisasi secara tidak langsung, melalui media cetak maupun media
elektronik.
d. Penyuluhan

Penyuluhan bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau
kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap
anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang
mengikut sertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk
pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi maupun pemasangan rambu-rambu tentang
memberi uang di jalan.

Pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Dinas Sosialdan
atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat (perseorangan,

keluarga), organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.



63

2. Usaha penanggulangan

Usaha penanggulangan merupakan usaha untuk meminimalisir atau untuk

membebaskan tempat-tempat umun dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis

yang ditujukan kepada seseorang maupun kelompok. Usaha penanggulangan
sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Razia, yang dilakukan oleh petugas polisi pamong praja dan dibentuk oleh
tim gabungan yang dibentuk oleh Walikota. Mengenai kegiatan razia dari
pihak Dinas Sosialtidak memiliki kewenangan untuk melakukan itu, yang
berwenang untuk melakukannya adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja,
kadang-kadang mereka mengirim pengemis yang mereka jaring dari razia
3 sampai 7 orang, itu pun tidak pasti jadwalnya atau memang mereka
tidak memiliki jadwal pasti dalam kegiatan razia, tidak jarang dalam satu
bulan pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengirimkan kepada Dinas
Sosial.'

b. Perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosialbekerja sama dengan unsur
satuan Polisi Pamong Parja dan unsure POLRI dan atau unsure
masyarakat terkait, unsur mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) untuk menghalang anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk

tidak turun kejalana dengan cara membuat posko yang berbasis dijalanan

yang dilakukan dengan kegiatan kampanye dan kegiatan kampanye dan

YJylizar Yahanda. SH, Staf Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Wawancara Jum’at 20
Oktober 2017, pukul 13.45 WIB
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kegiatan sosialisasi tanpa dilakukannya penangkapan akan tetapi
dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan
kondisi pada saat dibentuknya posko tersebut.untuk kegiatan ini Dinas
Sosialjuga tidak memiliki jadwal pasti kapan akan melakukan patroli
langsung, dan patroli ini tidak untuk menangkap atau menjaring karena
Dinas Sosialtidak memiliki kewenangan untuk menangkap, saat petugas
Dinas Sosialmenjumpai pengemis makadiberi nasihat agar mereka
(pengemis) tidak lagi melanjutkan kegiatannya (kegiatan mengemis).'!

c. Pengendalian sewaktu-waktu, dilakukan secara koordinatif oleh instansi
terkait dan tim terpadu yang terdiri tari Dinas Sosial, unsure Satpol PP dan
dapat juga dengan unsur POLRI, dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta kelompok atau
perseorangan yang mengatas namakan lembaga sosial dengan
memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan
pembinaan.

d. Penampungan sementara dilakukan dalam rangka pembinaan yang
dilakukan dengan system panti sosial pemerintah yang meliputi bimbingan
sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan
adaptasi sosial(outbond) dengan melindungi dan menjamin hak asasi
manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai perundang-

undangan yang berlaku.dalam penampungan ini dilakukan pembinaan

1 ibid
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sementara karena keterbatasan Dinas Sosialyang tidak memiliki tempat
penampungan untuk jarak panjang, untuk menampung pengemis yang di
berikan dari Satpol PP hanya bisa di tampung satu sampai dua hari saja.'?

e. Pendekata awal, pendekatan awal melalui identifikasi terhadap anak
jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan untuk menyeleksi
berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang
pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yaang
bersangkutan sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk
menentukan tahapan proses selanjutnya.

f. Pengungkapan dan pemahaman masalah(assessment) dilakukan dengan
dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas(case
conference) untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi serta
untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
sehingga dapat dijadikan file permanen bagi setiap anak anak jalanan
gelandangan dan pengemis agar dapat digunakan dalam pemantauan dan
pembinaan selanjutnya.

g. Pendampingan sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap
anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta keluarganya secara rutin
dan berkesinambungan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pekerja
sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan atau lembaga sosial

masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima layanan.

12 Edwin Wahab, Staf Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi, Wawancara 20 Oktober 2017,
Pukul 13.30 WIB
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h. Rujukan berdasarkan seleksi meliputi pelayanan kesehatan secara gratis,
memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal,
pengembalian bersarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui system
dalam panti, rumahsakit jiwa bagi penyandang psikotik, pendampingan
hukum, perlindungan husus serta diproses secara hukum sesuai
perundang-undangan yang berlaku.

3. Usaha rehabilitasi sosial
Usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata
kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak
jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan melalui system panti dan luar
panti. Sasaran usaha rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

a. Anak jalanan usia produktif, dengan jenis kegiatan seleksi, bimbingan
mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan dan
pelatihan keterampilan, bantuan stimulan peralatan kerja, penempatan atau
penyaluran.

b. Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis usia produktif, dilakukan untuk
memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak dan bermartabat
dengan cara bimbingan mental spiritual untuk menumbuhkan kesadaran,
sikap bagi pengemis usia produktif agar mereka tidak lagi melakukan
kegiatan mengemis ditempat umum, bimbingan sosial untuk memberikan
motifasi dan menumbuh kembangkan kesadaran motifasi dan kemandirian

untuk membantu memecahkan masalahnya sendiri, pelatihan keterampilan



67

dan kewirausahaan untuk member pengetahuan dan keterampilan yang
sesuai kondisi lingkungan sosial pengemis berdomisili, bantuan setimulan
peralatan kerja atau modal usaha yang disesuaikan jenis usaha ekonomis
produktif dan keterampilan yang di miliki untuk menumbuhkembamngkan
kemandirian usaha sehingga dapat hidup layak dan bermatabat,
pengembalian dan pemulangan kedaerah asal.

Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga

sosial atau panti asuhan dimaksudkan untuk melakkan pembinaan dan

pengendalian kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan standarisasi
system pelayanan panti asuhan, sebagai upaya:

1) penyadaran hukum dilakukan oleh tim gabungan bersama pengurus
lembaga sosial atau panti sosial untuk memberikann kesadaran hukum
sehingga dapat memahami, mengerti dan mengetahui bahwa aktivitas
yang mereka laukan merugikan dan meresahkan masyarakat dan atau
merupakan pelanggaran hukum berupa tindak penipuan

2) konfirmasi kelembagaan, dilakukan oleh tim gabungan bersama
pengurus lembaga sosial atau panti asuhan yang merasa dirugikan
untuk  mengetahui keterlibatan lembaga sosial yang
merekomendasikan aktifitas lembaga sosial yang mengatasnamakan
lembaga sosial atau panti asuhan

3) pembinaan keluarga, dimaksudkan sebagai upaya penguatan keluarga

agar dapat terlibat secara langsung untuk memmberikan pembinaan
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dan pengarahan terhadap keluarganya agar tidak lagi melakukan
kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial dan
sebagainya

4) pemulangan kedaerah asal. Dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat

kembali pada lingkungan keluarga, masyarakat dan daerah asal.'?
Pembinaan pengemis adalah tugas sebagaimana yang dikembangkan oleh
pemerintah kota Bandar Lampung tentang pembinaan dan kesejahteraan masyarakat.
Secara fungsional Dinas Sosial adalah sebuah lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas umum pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah berkewajiban
melakukan pembinaan terhadap pengemis karena amanah peraturan daerah kota
Bandar lampung nomor 03 tahun 2010 bahwa anak jalanan, gelandangan dan
pengemis merupakan warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta
perhatian yang sama sehingga perlu dilakukan pembinaan secara komprehensif,
terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsure baik
pemerintah maupun non pemerintah agar mendapat kehidupan dan penghidupan yang

layak.

13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010, h. 13



BAB IV

PEMBINAAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Latar Belakang Timbulnya Pengemis
Pengemis adalah suatu masalah sosial yang sudah lama ada dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, salah satu penyebab timbulnya kesenjangan tersebut
adalah kemiskinan. Permasalahan sosial pengemis merupakan akumulasi dan
interaksi dari berbagai permasalahan seperti halnya kemiskinan, rendah pendidikan,
minimnya ketrampilan kerja, lingkungan, sosial budaya dan lainnya. Masalah ini
merupakan masalah sosial dan bersifat sebagai penyakit dalam masyarakat. Beberapa
permasalahan adalah faktor yang ada di internal individu dan keluarga, dan eksternal
masyarakat (tempat aktivitas pengemis). Faktor-faktor penyebab ini dapat terjadi
secara parsial ataupun bersama-sama.
1. Faktor internal
a. Kemiskinan individu dan keluarga
kemiskinan merupakan faktor utama timbulnya pengemis. Pada dasarnya
pengemis adalah benar-benar miskin atau berpura-pura miskin. Beberapa pengemis
mengakui bahwa dirinya menjadi pengemis karena mereka miskin dan
berpenghasilan rendah sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya

keluarganya, sehingga dengan terpaksa harus menjadi pengemis.
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b. Pendidikan rendah

Sangat masuk akal jika pendidikan mempengaruhi seseorang unntuk menjadi
pengemis, berlatarbelakang pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang
cenderung tidak memiliki keahlian khusus, sehingga tidak terserap oleh lapangan
kerja yang disediakan, jadi bukan karena tidak ada lapangan kerja.

c. Sikap mental

Kondisi ini terjadi karena mereka menganggap bahwa profesi yang mereka
jalini adalah hal yang wajar selayaknya pekerjaan lainnya yang bertujuan sama yaitu
untuk memperoleh penghasilan, sehingga mereka nyaman dengan profesi sebagai
pengemis. Ketiadaan sumber-sumber penghasilan dan keterbatasan penguasaan
sarana dan prasarana produktif, serta terbatasnya ketrampilan menyebabkan mereka
menjadikan mengemis sebagai pekerjaan.

2. Faktor eksternal

a. Kondisi permisif di kota
Sikap permisif masyarakat kota Bandar Lampung terlihat dari adanya sikap yang
memberi jika ada gepeng. Rasa kasihan dan keperdulian dari masyarakat merupakan
ajaran moralitas yang baik. Sementara disisi lain, pandangan tersebut dimanfaatkan
secara baik oleh pengemis untuk terus menarik belas kasihan dari orang-orang baik.

b. Urbanisasi dan kesenjangan pembangunan.

munculnya pengemis merupakan dampak negativ dari kesenjangan
pembangunan di perkotaan dan di pedesaan, pesatnya pembangunan di perkotaan
menjadi daya tarik masyarakat desa untuk berpindah ke kota dengan motivasi gaji

tinggi tanpa menyadari keterbatasan potensi diri.
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B. Bentuk Pembinaan Pengemis Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Dinas Sosial menyadari bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial yang baik
bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Disamping faktor keinginan yang kuat
diperlukan pula faktor pendukung lainnya termasuk SDM yang berkualitas. Agar
pembinaan sosial dapat berjalan efektif dan berkesinambungan maka diperlukan
sarana yang memadai untuk mendukung Dinas Sosial sebagai sarana pembinaan bagi
masyarakat terutama dikalangan pengemis. Disamping sebagai sarana peningkatan
kehidupan yang baik, keberadaan Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung diharapkan
juga menjadi tempat pembinaan dan peningkatan kehidupan sosial yang layak bagi
para pengemis yang ada di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dan opserfasi, bentuk upaya Dinas Sosial Kota
Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan kehidupan sosial kepada para
pengemis di Kota Bandar Lampung yang meliputi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Usaha pencegahan
Usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk

mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas
permasalah penyebab adanya pengmeis. Adapun usaha sebagaimana dimaksud
dilakukan antara lain dengan:
a. Pendataan
Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi
antara anak jalan, gelandangan dan pengemis yang pelaksanaannya dilakukan oleh

Dinas Sosial dan atau bekerjasama dengan instansi terkait serta lembaga swadaya
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masyarakat (LSM) dengan cara menyiapkan instrument pendataan yang memuat
tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakan
kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status kluarga dan masalah pokok
yang dihadapi.

b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan;

Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber atau
penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas
Sosial dan atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat

c. Sosialisasi;

Sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait ditujukan kepada

perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan organisasi sosial
d. Penyuluhan

Penyuluhan bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau
kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap
anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang
mengikut sertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk
pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi maupun pemasangan rambu-rambu tentang
memberi uang di jalan.

Pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Dinas Sosial dan
atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat (perseorangan,

keluarga), organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.
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2. Usaha penanggulangan
Usaha penanggulangan merupakan usaha untuk meminimalisir atau untuk
membebaskan tempat-tempat umun dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis
yang ditujukan kepada seseorang maupun kelompok. Usaha penanggulangan
sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Razia, yang dilakukan oleh petugas Polisi Pamong Praja.

b. Perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan
unsur satuan Polisi Pamong Parja dan unsur POLRI dan atau unsur
masyarakat terkait, unsur mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM)

c. Pengendalian sewaktu-waktu, dilakukan secara koordinatif oleh instansi
terkait dan tim terpadu yang terdiri tari Dinas Sosial , unsur Satpol PP dan
dapat juga dengan unsur POLRI, dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan memperhatikan
hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

d. Penampungan sementara dilakukan dalam rangka pembinaan yang
dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah yang meliputi bimbingan
sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan
adaptasi sosial (outbond) dengan melindungi dan menjamin hak asasi
manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai perundang-

undangan yang berlaku.



74

e. Pendekata awal, pendekatan awal melalui identifikasi terhadap anak
jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan untuk menyeleksi
berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang
pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yaang
bersangkutan sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk
menentukan tahapan proses selanjutnya.

f. Pengungkapan dan pemahaman masalah(assessment) Pendampingan
sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan,
gelandangan dan pengemis serta keluarganya secara rutin dan
berkesinambungan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pekerja
sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta.

g. Rujukan berdasarkan seleksi, meliputi pelayanan kesehatan secara gratis,
memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal,
pengembalian bersarat, pembinaan rehabilitasi-sosial melalui system
dalam panti, rumahsakit jiwa bagi penyandang psikotik, pendampingan
hukum, perlindungan husus serta diproses secara hukum sesuai
perundang-undangan yang berlaku.

3. Usaha rehabilitasi sosial
Usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata
kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak
jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan melalui sistem panti dan luar

panti. Sasaran usaha rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:
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a. Anak jalanan usia produktif, dengan jenis kegiatan seleksi, bimbingan
mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan dan
pelatihan keterampilan, bantuan stimulan peralatan kerja, penempatan atau
penyaluran.

b. Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis usia produktif, dilakukan untuk
memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak dan bermartabat
dengan cara bimbingan mental spiritual untuk menumbuhkan kesadaran,
sikap bagi pengemis usia produktif agar mereka tidak lagi melakukan
kegiatan mengemis ditempat umum, bimbingan sosial untuk memberikan
motifasi dan menumbuh kembangkan kesadaran motifasi dan kemandirian
untuk membantu memecahkan masalahnya sendiri.

c. Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga
sosial atau panti asuhan dimaksudkan untuk melakkan pembinaan dan
pengendalian kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan standarisasi
system pelayanan panti asuhan, sebagai upaya:

1) penyadaran hukum oleh tim gabungan bersama pengurus lembaga
sosial atau panti sosial untuk memberikann kesadaran hukum sehingga
dapat memahami, mengerti dan mengetahui bahwa aktivitas yang
mereka laukan merugikan dan meresahkan

2) konfirmasi kelembagaan, dilakukan oleh tim gabungan bersama
pengurus lembaga sosial atau panti asuhan yang merasa dirugikan

untuk  mengetahui keterlibatan lembaga sosial yang
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merekomendasikan aktifitas lembaga sosial yang mengatasnamakan
lembaga sosial atau panti asuhan

pembinaan keluarga, dimaksudkan sebagai upaya penguatan keluarga
agar dapat terlibat secara langsung untuk memmberikan pembinaan
dan pengarahan terhadap keluarganya agar tidak lagi melakukan
kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial dan
sebagainya

pemulangan kedaerah asal. Bagi pengemis yang memiliki alamat yang

jelas.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung dapat disimpulkan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

Beberapa faktor penyebab terjadinya pengemis ada dua faktor yaitu faktor
internal dan faktor ekstenal. Adapun faktor internal adalah faktor yang datangnya
dari diri si pengemis sendiri, faktor internal meliputi kemiskinan baik dari
individu maupun keluarganya, rendahnya pendidikan yang cenderung
mengakibatkan rendahnya ketrampilan, dan sikap mental si pengemis yang
menganggap menjadi pengemis adalah pekerjaan yang sah-sah saja untuk
dilakukan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar,
yaitu meliputi kondisi permisif masyarakatyang kemudian dimanfaatkan
kebaikannya untuk kemudian setiap hari meminta belaskasihannya, serta
urbanisasi dan kesenjangan pembangunan tang terjadi di desa dan di kota.

fungsi Dinas Sosial dalam pembinaan pengemis di Kota Bandar Lampung
sesuai yang tercantum dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 masih belum
optimal, hal ini dapat dilihat dari kinerja Dinas Sosial yang hanya sekedar
menertibkan saja. Namun dalam segi pembinaan yang tertulis dalam Perda, masih
bekerja sama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang salah
satunya adalah Panti Sinar Djati. Hal ini dikarenakan kurangnya sarana yang

dimiliki oleh Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis berikan saran
bagi Dinas Sosial dalam pembinaan pengemis di kota Bandar lampung yaitu
sebagai berikut:

1. Dengan keterbatasan dana, dan sarana Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung harus memberikan solusi agar bisa lebih mengoptimalkan
pembinaan terhadap pengemis.

2. Dinas Sosial kota Bandar lampung harus lebih tegas terhadap
pengemis yang terjaring lebih dari satu kali dan masih melakukan

kegiatan pengemis agar di berikan sanksi.
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Pedoman Wawancara

a. Wawancara kepada pengemis

1.

2.

1.

R

Kapan anda mulai menjadi anggota binaan?

Bagaimana anda bisa masuk dalam anggota binaan?

Kapan dinas sosial melakukan kegiatan pembinaan ?

Bimbingan apa saja yang anda dapatkan dalam pembinaan?

Apakah pembinaan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan anda?

Apa manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti kegitan pembinaan

yang dilakukan oleh Dinas Sosial?

Wawancara kepada Dinas Sosial

Mengapa perlu diadakan pembinaan terhadap pengemis?

Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dinas
sosial kota Bandar Lampung?

Dimana pembinaan tersebut dilakukan?

Siapa saja yang ikut berperan serta didalam pembinaan pengemis?

Apa hambatan didalam melakukan kegiatan tersebut?

Bagaimana partisipasi pengemis dalam melakukan kegiatan tersebut?



Pedoman Observasi

Mengamati pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap pengemis
di kota Bandar Lampung

Mengamati keadaan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
sebagai tempat pembinaan.

Mengamati kehidupan pengemis setelah dibina oleh Dinas Sosial kota Bandar

Lampung
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Sumber
Dokumentasi

Kebutuhan Dokumentasi

Hasil Dokumentasi

Dinas Sosial Kota
Bandar Lampung

Sejarah Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung

Gambaran umum lokasi

Data peserta binaan

Mencatat jumlah anggota
dan pekerjaannya

Data kepegawaian Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung

Mencatat  jumlah  dan
jabatan pegawai

Data tambahan

Mencatat secara umum
hal-hal yang perlu untuk
kelengkapan data
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